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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas terselesaikannya Laporan Survei
Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Bandung yang merupakan bentuk
pertanggungjawaban dan tolak ukur tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan
pembangunan Zona Integritas sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan ini memuat hasil Survei Kepuasan Masyarakat mengenai pelayanan
yang diberikan pada Pengadilan Tinggi Bandung kepada masyarakat penguna
pengadilan. Survei ini berisikan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam
memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Bandung, yang dikumpulkan dengan
cara memberikan kuesioner pada setiap pengguna pengadilan.

Pelaksanaan survei ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Survei Zona Integritas Persepsi Kualitas Pelayanan terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik. Survei dilaksanakan pada tanggal 1 April 2023
sampai dengan 30 Juni 2023 melalui aplikasi survei siSuper Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum. Hasil dari survei ini diharapkan dapat memberikan
gambaran tentang capaian kinerja pelayanan dan mengetahui kekurangan-
kekurangan dalam memberikan pelayanan prima terhadap pengguna pengadilan.

Laporan ini  masih memerlukan  perbaikan  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggara negara,
sehingga laporan ini sangat terbuka terhadap kritik, saran dan masukan. Semoga
laporan ini dapat berguna bagi segenap warga pengadilan serta dalam
penyempurnaan pelayanan pengguna pengadilan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandung, 06 Juli 2023

Tim Survei Pengadilan Tinggi Bandung,
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BAB |
KUISIONER SURVEI

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan
perlu dilakukan di semua unit pelayanan publik secara nyata dengan
memperhatikan prinsip transparansi, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan,
keadilan dan netralitas, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya terus
berupaya melakukan perbaikan dan inovasi pelayanan bagi pencari keadilan, hal
ini bertujuan guna mewujudkan visi Mahkamah Agung yakni Mewujudkan Badan
Peradilan Indonesia yang Agung. Dalam tataran praktis tidak jarang dijumpai
keluhan dan aspirasi masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan yang belum
memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan

masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jejaring sosial.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi yang
Bersih dan Melayanai (WBBM), maka perlu dilakukan survei Survei Kepuasan
Masyarakat. Disamping untuk menghindarkan stigma buruk dan ketidakpercayaan
para pencari keadilan terhadap hukum di Indonesia, survei yang dilakukan atas
tindak lanjut harapan masyarakat tersebut juga dijadikan bahan perbaikan dan

peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Tinggi Bandung.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan dan evaluasi Zona
Integritas menuju WBK dan WBBM, maka survei diselenggarakan berpedoman
kepada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 520/DJU/PS.02/4/2016 tertanggal 13 April 2016
tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Nomor : 608/DJU/PS02/5/2016
tertanggal 4 Mei 2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 04 Tahun

2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap jenis-jenis layanan yang
ada pada Pengadilan Tinggi Bandung, maka survei dilaksanakan kepada
penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan dari Pengadilan Tinggi

Bandung.




Pertanyaan survei mencakup persepsi kualitas pelayanan yang meliputi :

1. Persyaratan Pelayanan
Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi persyaratan
layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan
produk/jenis pelayanan, serta penerapan persyaratan pelayanan sesuai
dengan yang diinformasikan.

2. Prosedur/alur proses pelayanan
Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi prosedur/alur
layanan dapat dipahami dengan jelas dan sesuai untuk mendapatkan
produk/jenis pelayanan, serta penerapan prosedur/alur pelayanan sesuai
dengan yang diinformasikan.

3. Waktu penyelesaian
Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi jangka waktu
penyelesaian pelayanan dapat dipahami dengan jelas, jangka waktu
penyelesaian pelayanan tersebut wajar, dan jangka waktu penyelesaian
pelayanan sesuai dengan yang diinformasikan.

4. Biaya/ Tarif
Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah informasi biaya pelayanan
dapat dipahami dengan jelas dan biaya pelayanan yang dibayarkan sesuai
dengan yang diinformasikan, termasuk apakah biaya pelayanan diinformasikan
gratis memang benar tidak dilakukan pembayaran.

5.Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7.Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan
Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana layanan pengaduan
beragam (tempat konsultasi dan pengaduan/hotline/call center/media online),
prosedur untuk melakukan konsultasi dan pengaduan mudah, respon
konsultasi dan pengaduan cepat serta tindak lanjut proses penanganan

konsultasi dan pengaduan jelas.
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9. Sarana/prasarana pendukung pelayanan
Pernyataan ini disampaikan untuk melihat apakah sarana prasarana
pendukung pelayanan/sistem pelayanan online sudah mempermudah proses
pelayanan, meringkas waktu dan hemat biaya.
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BAB Il
METODOLOGI SURVEI

A. Kiriteria Responden

Responden dalam Survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi
Bandung adalah penerima layanan yang telah selesai menerima pelayanan di
Pengadilan Tinggi Bandung berupa layanan kepaniteraan dan kesektretariatan
yang meliputi perdata, pidana, tipikor, hukum dan administrasi umum.

Responden ditetapkan sebagai penerima layanan yang menyampaikan
pendapatnya melalui survei siSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
link http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/097500 mulai tanggal 1 April
2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

B. Metode Pencacahan

Data survei ini diambil menggunakan alat pengumpul data yaitu instrumen
sekunder. Instrumen sekunder berupa kuesioner/angket dengan jawaban tertutup.
Sampel yang di ambil pada penelitian ini diambil menggunakan teknik simple
random sampling (sampel acak sederhana).

Sebagai populasi pada penelitian ini berjumlah total keseluruhan sebanyak
orang responden, yang terdiri dari masyarakat pengguna layanan Pengadilan
Tinggi Bandung antara lain :

1. Advokat;

2. Aparatur Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian; dan

3. Masyarakat yang datang ke Pengadilan Tinggi Bandung dengan berbagai
profesi dan jenis kelamin sebagaimana hasil penelitian data yang termuat
dalam data kuesioner.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu
mengelola data yang hanya dapat di peroleh dari sumber asli atau pertama. Data
primer harus secara langsung di ambil dari narasumber yang tepat dan yang di
jadikan responden dalam suatu penelitian. Data hasil penelitian diperoleh melalui

aplikasi SiSuper Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum .

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
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Pelayanan Publik yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan
Elektronik (Sisuper) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan
Peradilan di Bawahnya yang terdiri dari 9 unsur/indikator antara lain:

. Persyaratan

. Prosedur

. Waktu penyelesaian

. Biaya/ Tarif

. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

. Kompetensi Pelaksana

. Perilaku Pelaksana

. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

© 00 N O O B~ W N =

. Sarana dan prasarana
Data yang diperoleh dari kuesioner / angket diolah dan dianalisa dengan
analisis statistik deskriptif.

Kesembilan unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner
dengan 9 item/indikator, dengan empat option jawaban. Adapun skor/penilaiannya
menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisa selanjutnya
mengkonversi kedalam skala 100, dan kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan
Tinggi Bandung ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.
Katagori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan
Mutu Pelayanan Nilai

No (Kinerja Unit . .

Pelayanan) Interval Konversi Interval Persepsi
1. A (Sangat Baik) 88,31 - 100,00 3,5324 - 4,00 4
2. B (Baik) 76,61 - 88,30 3,0644 - 3,532 3
3. C (Kurang Baik) 65,00 - 76,00 2,60 - 3,064 2
4. D (Tidak Baik) 25,00 - 64,99 1,00 - 2,5996 1
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BAB Il
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan di peroleh Survei Kepuasan
Masyarakat sebesar 96,31 % yang berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada
interval 88,31 - 100,00) dengan Indek Kepuasan Masyarakat 3,85.

Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Tinggi
Bandung yang telah ditetapkan berdasarkan formulir program Survei Kepuasan
Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Bandung untuk tahun 2023 adalah sebesar 93 %.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tersebut telah melebihi target capaian yang telah
ditentukan. Analisis selanjutnya disajikan berdasarkan masing - masing unsur

pelayanan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.
Rata-rata skor dan peringkat pada setiap item/indikator pengukuran
indeks kepuasan pengguna layanan Pengadilan Tinggi Bandung

Nomor Ruang Lingkup Nilai Kategori Peringkat
2 Prosedur 3,867 Sangat Baik 5
3 Waktu penyelesaian 3,880 | sangat Baik 9
4 Biaya/ Tarif 3,767 | sangat Baik 9
Produk Spesifikasi Jenis 3,800
5 P Sangat Baik
elayanan 7
6 Kompetensi Pelaksana 3,800 Sangat Baik
8
7 Perilaku Pelaksana 3,873 Sangat Baik 3
Penanganan Pengaduan, Saran 3,873 .
8 dan Masukan Sangat Baik 4
9 Sarana dan Prasarana 3,973 Sangat Baik 1
IKM UNIT PELAYANAN : 96,31 % atau 3,85
Kategori “ SANGAT BAIK ”
1. A (Sangat Baik) 88,31- 100,00 3,5324- 4,00
2 B (Baik) 76,61 - 88,30 3,0644- 3,532
3. C (Kurang Baik) 65,00 - 76,00 2,60- 3,064
4 D (Tidak Baik) 25,00 - 64,99 1,00- 2,5996
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Hasil Survei Kepuasan Masyarakat diatas, terdiri dari akumulasi penilaian
pada 9 (sembilan) unsur/indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis

terhadap masing-masing ke sembilan unsur/indikator yakni sebagai berikut :
1. Persyaratan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,840 berada pada interval
skor 3,5324- 4,00 kategori “A”. Dengan demikian kualitas pelayanan berada pada
kategori “Sangat Baik” pada unsur Persyaratan.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada unsur Persyaratan secara ringkas
disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 3.
Kepuasan masyarakat pengguna Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur Pelayanan: Persyaratan

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. Tidak sesuai 1 0 0,00

2. Kurang sesuai 2 0 0,00

3. Sesuai 3 24 16,00

4, Sangat sesuai 4 126 84,00
Jumlah 150 100

2. Prosedur
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,867 berada pada interval
skor 3,5324 — 4,00 kategori “A”. Dengan demikian kualitas pelayanan berada
pada kategori “Sangat Baik” pada unsur Prosedur.
Adapun hasil jawaban pada unsur Prosedur secara ringkas disajikan
dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.
Kepuasan masyarakat pengguna Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur Pelayanan: Prosedur

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. Sangat mudah dimengerti 4 130 86,67
2. Mudah dimengerti 3 20 13,33
3. Kurang mudah dimengerti 2 0 0,00
4, Tidak mudah dimengerti 1 0 0,00
Jumlah 150 100
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3. Waktu Penyelesaian
Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,880 berada pada interval
skor 3,5324 — 4,00 kategori “A”. Dengan demikian kualitas pelayanan berada
pada kategori “Sangat Baik” pada unsur Waktu Penyelesaian.
Adapun hasil analisis pada unsur Waktu Penyelesaian Pelayanan secara
ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.
Kepuasan masyarakat pengguna Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur Pelayanan : Waktu Penyelesaian Pelayanan

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. Sangat cepat 4 132 88,00
2. Cepat 3 18 12,00
3. Kurang cepat 2 0 0,00
4. Tidak cepat 1 0 0,00
Jumlah 150 100
Biaya / Tarif

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,767 berada pada interval
skor 3,5324 — 4,00 kategori “A”. Dengan demikian kualitas pelayanan berada
pada kategori “Sangat Baik” pada unsur Biaya / Tarif.

Adapun hasil analisis pada unsur Biaya / Tarif secara ringkas disajikan
dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.
Kepuasan masyarakat pengguna Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur Pelayanan: Biaya / Tarif

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. Sangat sesuai 4 117 78,00

2. Sesuai 3 32 21,33

3. Kurang sesuai 2 0 0,00

4, Tidak sesuai 1 1 0,67
Jumlah 150 100

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,800 berada pada interval
skor kategori 3,5324 - 4,00 “Sangat Baik“. Dengan demikian kepuasan
masyarakat berada pada kategori baik pada unsur Produk Spesifikasi Jenis

Pelayanan.

Adapun hasil analisis pada unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 7.

Kepuasan masyarakat pengguna Pengadilan Tinggi Bandung

Unsur Pelayanan : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. Sangat sesuai 4 120 80,00

2. Sesuai 3 30 20,00

3. Kurang sesuai 2 0 0,00

4, Tidak sesuai 1 0 0,00
Jumlah 150 100

6. Kompetensi Pelaksana

skor kategori

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,800 berada pada interval
3,5324 — 4,00 “Sangat Baik®".

Dengan demikian kepuasan

masyarakat berada pada kategori baik pada unsur kompetensi pelaksana.

Adapun hasil analisis pada unsur Kompetensi Pelaksana Pelayanan

secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8.

Kepuasan masyarakat pengguna Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur Pelayanan : Kompetensi Pelaksana

No. Jawaban Skor 0 Persentase

1. |Tidak kompeten 1 0 0,00

2. Kurang kompeten 2 0 0,00

3. Kompeten 3 30 20,00

4. [Sangat kompeten 4 120 80,00
Jumlah 150 100

7. Perilaku Pelaksana

skor 3,5324 - 4,00 kategori “Sangat Baik“. Dengan demikian kepuasan masyarakat

Hasil analisis diperoleh rata- rata skor sebesar 3,873 berada pada interval

berada pada kategori sangat baik pada item atau indikator perilaku pelaksana.

Adapun hasil analisis pada unsur Perilaku Pelaksana Pelayanan secara

ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9.

Kepuasan masyarakat pengguna Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur Pelayanan : Perilaku Pelaksana

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. |Tidak sopan dan ramah 1 0 0,00

2. Kurang sopan dan ramah 2 0 0,00

3. Sopan dan ramah 3 19 12,67

4. |Sangat sopan dan ramah 4 131 87,33
Jumlah 150 100
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8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan

Hasil analisis diperoleh rata- rata skor sebesar 3,873 berada pada interval
skor 3,5324 - 4,00 kategori “Sangat Baik“. Dengan demikian kepuasan masyarakat
berada pada kategori sangat baik pada item atau indikator Penanganan

Pengaduan, saran dan masukan.

Adapun hasil analisis pada unsur Penanganan pengaduan, saran dan

masukan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10.

Kepuasan masyarakat pengguna Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur Pelayanan : Penangan pengaduan, saran dan masukan

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase
1. Tidak ada 1 0 0,00
2. |Ada tetapi tidak dapat diakses 2 1 0,67
3. Kurang maksimal 3 17 11,33
4, Berfungsi dan dikelola 4 132 88,00
dengan baik
Jumlah 150 100

9. Sarana dan Prasarana

Hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,973 berada pada interval
skor 3,5324 - 4,00 kategori “A"“. Dengan demikian kualitas pelayanan berada
pada kategori “Sangat Baik” pada unsur Sarana dan Prasarana.

Adapun hasil jawaban kuesioner pada unsur Sarana dan Prasarana secara

ringkas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11.
Kepuasan masyarakat pengguna Pengadilan Tinggi Bandung
Unsur Pelayanan: Sarana dan Prasarana

No. Jawaban Skor Frekuensi Persentase

1. Buruk 1 0 0,00

2. Cukup 2 0 0,00

3. Baik 3 4 2,67

4, Sangat baik 4 146 97,33
Jumlah 150 100

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan Il 2023 Pengadilan Tinggi Bandung 10



B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan 3 (tiga) hasil terendah yang diperoleh dari hasil survei

Kepuasan Masyarakat Triwulan |l Tahun 2023 tersebut maka perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi terhadap 3 (tiga) unsur terendah hasil survei yaitu
sebagai berikut :

1. Biayaltarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUAI DENGAN

TARIF RESMI.

2. Kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang

diberikan.

3. Kompetensi’lkemampuan petugas dalam pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka

Pengadilan Tinggi Bandung telah berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan

pelayanan maupun melakukan inovasi layanan terutama digitalisasi layanan

melalui :

1.

Menerbitkan maklumat pelayanan sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Bandung Nomor W11.U/123/0T.01.3/5/2023 tanggal 12 Mei 2023 dan
Maklumat Pelayanan Informasi Publik tanggal 12 Mei 2023

Penerapan Standar Pelayanan Pengadilan Tinggi Bandung melalui Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
W11.U/64/0T.01.3/2/2022 tanggal 17 Februari 2023.

Penerapan dan pemberlakuan aplikasi e-Peduli, PTSP Mandiri generasi 3

berupa Layanan Digital di pinggir jalan (DILAN).

. Pembinaan secara berkesinambungan terhadap seluruh aparatur Pengadilan

Tinggi Bandung baik dalam kegiatan Apel Pagi/sore, Rapat-rapat berjenjang
maupun rapat-rapat bulanan.
Penerapan disiplin pegawai melalui pemberlakuan absensi IKA dan pengaturan

ijin keluar kantor/pulang awal pada jam kerja.
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Tabel 12.
Monitoring dan Tindak Lanjut

Hasil Survei 3 Unsur Terendah Saran/Rekomendasi Tindak lanjut Data Dukung
Biaya/tarif yang dikenakan, pada | 1. 3osialisas! kepada masyarakat Biaya/tarif layanan yang ada di Pengadilan 1. Standar pelayanan
pelayanan di Pengadilan SESUAI terhadap lenis pelayanan yang ada Tinggi Bandung diinformasikan melalul 2. Aplikasi Media Sosial
DENGAN TARIF RESMI dan hisa diperoleh di Pengadilan pamflet/brosur di meja layanan dan tayangan

Tinggi Bandung beserta besaran slide pada layar informasi maupun pada website

biava/tarif lavapan dan media sosial pada Pengadilan Tinggi

2. Publil . N ! ta hasil Bandung
yang didapatkan dalam layanan,
tersebut dalam layar informasi
. il yang 1. Melakukan P . dan o - .. . Bgﬂl:rlwl;agr; E;S::;Sti. ?:EI' I';IS Eembinaan oleh 1. g:EL?gF;EiPdTaSnPPembinaan

didapatkan dari pelavanan kepada Petugas PTSP terkait ienis 2. Standar pelayanan
dengan jenis layanan yang lavanan,

yang didapatkan dalam layanan,

tersebut dalam layar informasi
Jentang kompetensi’kemampuan | Melakukan Pembinaan dan lMoney Pembinaan dan Money oleh Penangaung Jawab | Pembinaan Pefugas PTSP
petugas dalam pelavanan Kineria Petugas PTSP PTSP. oleh Penangaung Jawab

PTSP
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BAB IV

DATA SURVEI
A. Data Responden
1. Umur Responden
Tabel 12.
Responden Menurut Karakteristik Umur
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|18 - 28 Tahun 49 32,67
2129 - 39 Tahun 48 32,00
3140 - 49 Tahun 25 16,67
4(50 - 59 Tahun 24 16,00
5[> 60 Tahun 4 2,67
Jumlah 150 100,00
Grafik 1

Karakteristik Responden menurut Umur

\

®» 18-28Tahun = 29-39Tahun 40- 49 Tahun 50-59Tahun = > 60 Tahun

Mayoritas responden ini berumur 18 - 28 tahun dengan jumlah 49 orang dari total

150 reponden atau 32,67 %.
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2. Domisili Responden

Tabel 13.
Responden Menurut Domisili
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|DKlI Jakarta 3 2,00
2|Jawa Barat 146 97,33
3|Jawa Timur 1 0,67
Jumlah 150 100,00
Grafik 2

Karakteristik Responden menurut Domisili

M DKl Jakarta mlawa Barat

W Jawa Timur

Mayoritas responden ini berdomisili di wilayah Jawa Barat yang berjumlah 146

orang dari 150 orang (97,33 %).

3. Data Jenis Kelamin Responden

Responden Menurut Jenis Kelamin

Tabel 14.

No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|Laki-laki 121 80,67
2|Perempuan 29 19,33

Jumlah 150 100,00
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Grafik 3
Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin

= )

» Lakilaki = Perempuan

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki dengan jumlah 121 orang dari
total 150 orang (80,67%).

4. Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 15.
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|SMA 1 0,67
21Dl 0 0,00
3|51 119 79,33
4(S2 29 19,33
5[S3 1 0,67
Jumlah 150 100,00
Grafik 4

Karakteristik Responden menurut Pendidikan

= | aki-laki = Perempuan =
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Mayoritas Pendidikan Responden disini adalah Sarjana (S1) yang berjumlah 26

orang dari total responden 150 orang (81,25%).

5. Pekerjaan Responden

Tabel 16.
Responden Menurut Karakteristik Jenis Pekerjaan
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1{PNS 4 2,67
2|Swasta 60 40,00
3|Wirausaha 6 4,00
4|Lainnya 80 53,33
Jumlah 150 100,00
Grafik5

Karakteristik Responden menurutlJenis Pckerjaan

= PNS

Mayoritas Pekerjaan Utama Responden adalah Kualifikasi

berjumlah 80 orang dari total responden 150 orang (53,33 %).

6. Jenis Layanan

Swasta Wirausaha

Lainnya

Lainnya yang

Tabel 17.
Responden Menurut Jenis Layanan
No. Kalisifikasi Frekuensi Persentase
1|Perdata 2 1,33
2(Hukum 72 48,00
3|Tipikor 1 0,67
4|Administrasi Umum 75 50,00
Jumlah 150 100,00
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Grafik 6
Karakteristik Responden menurutlenis Layanan

= Layanan Perdata = Layanan Hukum/Informasi

= Layanan Administrasi Umum = Layanan Tipikor

Mayoritas Layanan yang diminta dan diperoleh Responden adalah Layanan
administrasi umum yang berjumlah 75 orang dari total responden 150 orang
(50,00 %).

B. Data Dukung Lainnya

1. Link Survei
http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/pengadilan/097500

2. Publikasi Hasil Survei
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

JL Cimuncang No. 210 Bandung
Jawa Barat

hittps:lipt-bandung.go.id/

PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023

Jumlah 150 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 121
PEREMPUAN : 28

SURVEY KEFPUASAMN Pendidikan  Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2: 0
MASYARAKAT 5D:0 Diploma 3:0
EMP:0 51:118
NILAI INDEKS SMU ;1 5z:20
Diploma 1:0 53:1
3,85 .\" 96, 3 1 % Fekerjzan PMS -4 SWWAETA - 80
THI: O WIRALISAHA : 6
POLRI:O TEMAGHA KONTRAK : 1
LAIMMY® - T8

Ewaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Milai Per Unsur :

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang biayatarif yang dikenakan pada pelayanan di Pengadilan SESUA| DENGAN TARIF 3,787
RESMI ?

2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang 3,800
diberikan 7
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensifkemampuan petugas dalam pelayanan 7 3,800

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :
DATA REGISTER TIMDAK LANJUT BELUM DIIS

Terimakasih atas penilaian vang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat
bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

5 Juli 2023
Kietua Pengadilan Tingg

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan Il 2023 Pengadilan Tinggi Bandung

18



3. Data Jawaban Responden

u9

U8

u7

ué

us

u4d

u3

u2

Ul

No.

10
11
12
13

14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

42

43

44
45

46

47
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48

49

50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65

66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83

84
85

86
87

88

89

90
91

92

93

94
95

96
97
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98

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
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148 4 4 4 4 4 4 4 4 4

149 3 3 3 3 3 3 3 3 3

150 4 4 4 4 4 4 4 4 4

576 580 582 565 570 570 581 581 596

NRR 3,840 | 3,867 | 3,880 | 3,767 | 3,800 | 3,800 | 3,873 3,873 3,973
SKM 96,31
IKM 3,85

Keterangan:

U = Unsur Pelayanan
NRR= Nilai Rata- rata
IKM = Indeks kepuasan Masyarakat

*) = Jumlah NRR IKM tertimbang
**) = Jumlah NRR tertimbang x 25

NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang = NRR Per unsur x (1/9)

“DENGAN INI KAMI PIMPINAN DAN SELURUH PEGAWAI

DOKUMEN TINDAK LANJUT

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

MAKLUMAT PELAYANAN

NOMOR : W11.UM23/0T.04,3/5/2023

MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG
TELAH DITETAPKAN. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAM BERJAMII AKAN
MELAKUKAN PERBAIKAMN SECARA TERUS MENERUS. APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP
MEMERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKLL"

[

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

BANDUNG, 12 MEI 2023

/,,i“ﬁ._.__‘\

—

Dr. HERRI SWANTORD, 5.H., M.H,

Maklumat Pelayanan
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PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

“PEJIABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK SECARA CEPAT, TEPAT WAKTU, BERBIAYA RINGAN DAN SEDERHAMNA SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN

PERUNDAMNG-UNDANGAN"

BANDUNG, 12 MEI 2023
PANTTERA MUDA HUKUM
PENGADILAN TINGG! BANDUNG

HI, NUAMADIAH NURDIN, 5.H., M.H,

Maklumat Pelayanan Informasi Publik

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Wit 2o

PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Julan Clussnenng No. 210 Baodung 10215
Telp. (022) BTRI21 24, Fax. (022) BTH32123

Email ; lnfolp-handung. go. id

PENGAMBILAN SUMPAH DAN
PELANTIKAN ATAS 71 CALON
ADVOKAT DI PENGADILAN TINGGI
BANDUNG

pergombiian mampeh dan pelantiion stz 71 clon acvolat yang
bevbngmng pads 37 Juni M0 6l Ruosng Sriang Lisma Pengacii
Tinggi Bangiang.

=l=lslelu
2088

PEALAIIL A TS| ek Mo Pencarizn
Y
SN T L o Tt S I

T Gl Vi A B SR A Db L LS PR
A TP TATARA P BTGP FATVTLEN kel AR AR LA R R KTV FTA NSRBI ARRA AN WA G
PR CATE AR ] i B B s P vk by Vil [of b0 A T k| i S i) il
BT LA PTRRAIRAN BICANA TIRLS MTRITIL SPABLA TN W HTRET) M1 §ARY BAP e Sy
e A & B I RSt (e A AT udy T b BER AL Infosmasi Capat

ARG LI W ST

Tampilan Website Pengadilan Tinggi Bandung

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan Il 2023 Pengadilan Tinggi Bandung

23



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
NOMOR : W11.U/ 224/HM02.3/12/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) REAKSI CEPAT
APLIKASI PERLINDUNGAN HUKUM PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI)
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

Membaca : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor :
W11,U/321/HM02.3/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang
Pemberlakuan Satuan Tugas (SATGAS) Reaksi Cepat Aplikasi
Perlindungan Hukum Pengaduan Terkendali (E-Peduli) pada
Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang : a. bahwa aplikasi Perlindungan Hukum Pengaduan Terkendali
(E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung adalah aplikasi
yang mempermmudah akses informasi terhadap masyarakat
pencari keadilan yang menjangkau hingga ke pedesaan di
wilayah Jawa Barat;

Pembentukan Satgas Reaksi Cepat e-Peduli
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PEMBERLAKUAN STANDAR PELAYANAN & BIAYA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

| $tanda @Pﬂ? sional 30 Hart ‘Putusan’

DSTANDAR PELAYVANAN:. e
ENGADILAN TINGGIBANDU! |

.Jems Pruduk Layanan

layanan Banding Pe;
elayanan Banding Pg
‘ 3 elayanan banding

|ayanaribanding Per Pidanz nak;
elayanan Pengaduan ;
Felayanan Permohonan |nfarmasi ;

7 Pelayanan Penelitian/Riset ;
B. Penyumpahan Advakat .

Sistem Mekanisme
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KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGIBANI

NOMOR - W1

B4 /0T 01 323007
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENGADILAN TINGGT BANDUNG

Sistam Mekanisme:

A PENGADILAN TINGGE BANDILING,

& i unnk menibungun kepercayann siasamkat ferhadop Pengaditan
Bendung maka perfu dilskukan wpuys meningkatkun
pelayanan pencuri keadilan sesuni dengan
Nomor 48 Talun 2009 tentang, Kekuason Kehakimmn, | nelumpe-1 Indung
Namer 23 iahan 2009 tentang Pelaynnars Publik dan berbugas peraturan
erndinpa terkait ninay;
b bahwa berdusarkan Cndosg-Undang Nomor 2

et
Pelayanan Publik, muka tinp-tiap Lembaga Negar var

scusahan

pelayanan publik waith menyusn
1 Pangsdibn Tin

kebuiuhan  pelayinan

ndar pelavanan o

o lubwe pelays

dung adalah k

i ki rangks

i masysmukat khiesussys pencart

ilan:

bk wituk menjabankan funesi tersebut denpan sebak-baikiya, moke
Fengadilan Tingyl Bundung perky

s standar pelayun

ang dapot
ey zienggarakan dun memberikim pelsyanan publik hngi pencan keadil
dlan sy ke

an

d bahwi se

i dengan pestimbngan dalam harof. o, b, o dan d maks perii

ditetapican Stardar Pelayarmm Peuygadilan 7 g Randun

Mengingat 1 Undung-LUndang Kepublik Indonesis Somor 14 2008 tentany
Kewerbukaan Informeas Publik,

ag-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentung Omindsan Republil
Indomesia.

3 Undung-Lind

1 Nomor 2

in 2009 tentang Pel:

cyianan Pubilik:

4 Undung-Undang Republik Indonsin Nomor 48 Tl 2009 wentan
Kehuwian Kelakimnn,
E

E ermur Pemerintah Nomor 96 Tahun 24

2 tentang, Pelnk

Uindarg “ow

15 Tabun 2009 tentung Pebavanas Pubiik
6. Perafumnn Mobkumal Agomg B 1 Nomoe O Tok

116 tenting Pedomm

Persanyanan Peagnduan ( Witz g St D Mahkamub Aging Tn

Badun Peradilan ¥Yang Beruda b

7 Surm

eputusan  Ketws Mahkamsh g RL Newor

KMAGSSKAV200T temang Pedomm  Pelaksanman

Tugis  dan
Adsmimistrasi Pengadilan.

B Surat Keputissan Ketua Mahkamah Agung R1 Nomor 12114

2011
tentang Pedoman Pelavanan nformes di Pengaditn

St Kepatusn Ketus Mahkamah Aguig L Nomor 0265MA120

tentaug Standar Pelayanm Persdilan

Peruturan Menteri Pendayogumuan Apasatur Negar don Reformasi Birokrag
RN

9 Tabnen 2021 tenung Standard dan Pl

mn [ Limghur

Kementerian P

Apamiur Negara dun Reformas Birokess

MEMUTUSKAN ;

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGG] BANDUNG TENTANG
STANDAR PELAYANAN PENGADILAN TINGGL BANDING.

Menernplun standar pelayanan Peagadilan Tingei Bandung scbagatmann

tnmpiean 1. 11 dan 101 Suret Kepunssan ini sl

i dalam metrberik

pelnyanan kesadn publik dun mengatue lebih lanjit detil pefaksanam pelsy

yung dibakaanakan pada Pengadilan Tinpyi Bar

s

Se o in, maka peliksansn peliyanan mablik ayar

ok ditetapkan s

Keputus

dalal

sehuiki-basknva dal

3 wpmyn ik men

i staticlar ssbagaimans feloh
datur sesuai deny;

atilan Tengs Nandung i
Moein

atikan kepada sctinp satuan kerjn so-Wilinah hukum Pe

rpadilon Tingei

Bandung unisk memyus: nyanan yéng

St Pelay

iherilan olch masing-minsing satun kerja;

Ketontunn mengennd Smndae Pefayunan Pengndilan Tingg Bandung dischun

n Lampiran K eputusaat i

Hal-hal yang belum distur dalam lamg

n Keputusan i akan dites

lanjut denigan Kepatuan Kotua Pengadil
ke

Tingg Bandung sesuni denyan

n

Kepatusen i mulal belake sejak

pgul ditetap gan keteniun bihwa

gl i leermudion han terdupat kekelinan, skan disdakan perbaikan seperfuny

Untetkan di Fundung
Tanggal 1 1 Februsr 2022

Dr. H. HERRT SWANTORC, §.H . MH
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SK PENGELOLA TI DAN MEDSOS LAMPIRAN 1 KI-I.P'I."I"l‘S_\N KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN TINGGI BANDUNG T .

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGELOLA
TEENOLOGI INFORMASI, PENGELOLA MEIMA SOSIAL DAN PENGELOLA
PUBLIKASI INFORMASI LAYANAN LEMBAGA PERADILAN DAN KEHUMASAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANDU

No. Nama Jabatan Kedudukan dalam
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG Tim
NOMOR : W1 LU/ /HM.OZ.35/2023 1. | Dr. H. Herri Swantoro, S H., M.H. Ketun Pembina
TENTANG Pengadilan Tinggi Bandung
N TIM SATUAN TUGAS (SATGAS) PENGELOLA TEKNOLOGI A | Nuebirwin, S H, MH. Hakim Tinggi Krtun
. PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN PENGELOLA PUBLIKASI 3. | Poluk Sitorus. S H., M.H. Hakim Tinggi Koordinator IT
INFORMASI LAYANAN LEMBAGA PERADILAN DAN KEHUMASAN
PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG 4. n, 5. H.. M. Hum Hakim Tinggi Koordinator
KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG., Media Sosial
5. | Ummi Hani, 5.50s Kepala Bagian Perencanian Koordinator IT
Membaca : L Surat Kepumsan Ketun Pengadilan Tinggi Bandunz pomor : clin: Xepcpaswiiai
SERILELT, 252022 sl 3 i 2002 — - -
PeldUA UKt Dl 5Nz fangga. 31 Mt 20 tenong 6. | Elna Helniarika. 5. Kom., M Kom Kepala Sub Bagian Koordinator IT
kan Tim Pengelols Publikasi Inf i Layanan Lembagn Kepepawaiin dur TT
Peradilan dan Kehomasan Pada filan Tingzi Band - = - S : -
: : 5 AT 7. | Sidik Nugraho, 5.Kom. Kepala Sub Bagian Rencana Koordinator IT
2. Surst Keputusan Ketus Pengadilan Tinggi Bandung nomor : Pro i A
WILU/ASOHM.02 382002 tanggal 19 Agustus 2022 tentang 1. Mencabut Surat Keputusan Ketun Pengadilan Tinggi Bandung nomor . s e : Erim can & 'f'-_“f'“
Penunjukkan Tim Pengelols Media Sosial Pada Pengadilan Tinggi © OWILU/A1I/KPOLZ/52022 tanggal 31 Mei 2022 tentang 8. | Ricar Sorvinda Nasution, S.H., M.H Fanitera Muda Tipikor Anggota
Bandung: Penunjukkan Tim Pengelola Publikasi Informasi Layonan Lembaga 9. | Murdono. S.H.. MH. Pamitera Mudns Pidona Anggota
3 Sumt Keputusan Ketus Pengadilan Tingei Bandung nomor - Peradilan dan Kehumasan Pada Pengadilan Tinggi Bandung: TR Tl S e i
W1ILU/TOHM.02.3/9/2022 tunggal 22 September 2022 teniang 3. Mencabut Surut Keputusan Ketus Pengadilan Tingei Bandung nomor - | Nurmadizh Nurdin, S.H.. M:H. Panitern Muda Hukum Anggotu
Pembentukan Tim Satuan Tugas { SATGAS) dan Pengelola Teknologi W LU/ TS99 HM.D, tanggal 19 Agustus 2022 tentang 1. Wanang Printng, 5.H, Panitera Muda Perdata Anggotn
Informasi Pada Pengadilan Tinggi Bandung. Penunjukkan Tim Pengeloln Media Sosial Pada Pengadilan Tinggi = = = E —
4. Surt Keputusan Ketun Pengadiln Tingzi Bandung nomor Basdiing: 12. | §ri Suratno Wibowo, 5.T 1K¢D-l|:] Sub Bagian Tata Anggota
WLLUR29/KP.01.2/1/2023 tangeal 6 Januari 2023 tentang Petugas 3. Meoabut Sirat Kepuinsan Ketas Pengadilan Tiigei Bundrng nomue i _ b duis Bymiah Tangpn
Penanpgung Tnweh Duta don Tofrost Dur Welits Bads Pengadilm W G 073 tanggal 22 Scpiember 2072 tontang 13. | Anton Scnjayr. S Kom_. SH. Analis Perkara Peradilan Anggota
Tinggi Hundung. Pembentukan Tim Satuan Tugns (Satgas) dan Pengelola Teknologi 14. | Tia Aditian Pasha, 5.T. Pranata Komputer Anggota
Menimbang a. bahwa schubungan adanya pejabat mutasi, maka dipandang periu Informasi Pada Pengadilan Tinggi Bandung - : = - =
5 G : g . 2 . p " wari. 5.1 Ko . » " o=
untuk melakukan perubahon/penggantian Satuan Tugas (SATGAS) 4. M but Surat Keputusan Ketua P dilan Tinggi Bandung nomor 13. | Hera Cuprina Permatisari, S.LKom Analis Perkara Peradilan Anggoetl
Pengelola Teknologi Informasi, Pengelola Media Sosial dan Pengelola S WLU/29KP.01.2/1/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Peiugas 16, | Nisa Wamngsita, 5.Psi. ‘Analisis Organisasi Anggota
Publikasi Informasi Layanan Lembaga Peradilan dan Kchumasan Pada Penanggzul Juwsb Data dan Informasi Dari Website Pada -
: 17 | Muartin: alisi e
Pengadilan Tingzi Randung: Pengadilan Tinggi Bandung. Murtina Magdolena Barasa. 5T Analisis Totn Laksana Anggota
b. bahwa penggunuan dan  pemanfastan Teknologi Informusi di : Menzangkat yang namanya tersebut dalam dafar Lampiran | Keputusan 18, | Ayu Pormata Sari, A.Md. P‘";d‘r‘h I“rc_’"m?’“ dan Anggoti
lingkungan Pengadilan Tinggi Bandung harus dikembangkan dilam ini schogai Tim Satmn Tugas (SATGAS) Pengeloln Teknologi B it onid
rangka hi wuntutan ji ilan yang modern: Informasi. Pengelola Media Sosial dan Pengelola Publikasi Informasi 19, | Agus Purwanto, A-Md. Pf"?“;‘“{ Sistem dan Anggota
:  Peradil i Penadil ; aringan
¢. bahwa medin sosial adalah sulah satu sarann yang efektif don efisien Luyanan Lembaga dilan dan K pada Tinggi
yang = = T = =
ek ol Kbt 1t b Siraka Bandung; 0. | Indra Rizky Firmansyah, A.Md.T. ngc]lol,l. Sistcm dan Anggota
" R : aringan
pencari keadilan mraupun dengan instansi terkail luinye yang beherja : Menugaskan kepada Tim Satuan Tugas (SATGAS ) Pengelols Teknologi =
£ R o i x = 21 | Resti Aprilin, A Md. Pengeloln Perkara Anggotn
sama dengan Pengadilan Tinggi Bandung schingga dipertukan tim Informasi, Pengelola Medin Sosial don Pengelola Publikasi Informasi P - o
pengelols yang terampil dan kompeten; Layanan Lembaga Peradilan dan Kehumasan pada Pengadilan Tinggi 2. | Wids Amelia, 5.1F., 5. H. PFNPN Anggota
d. bahwa dalam ranghka n i i i berikan solusi Bandung dengan rincian scbagaimana Lampiran I Keputusan ini; 3. | Aghnia Rusyda, A Md PPNPN Anggota
dari kendaln implementasi Teknologi Informusi dan mewujudkan . e g i 2 o : S »
i 2 R . G LR Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 74, | Ridzki Adiyono Puiro. 5. Ak FFNPN K iwoin
keterbuknan informasi terhadup musyarakat, maka perlu dibentuk Tim imbita diksnidian T}, tcsdapt bekeltuc dabauss Kepobusan. o, sk 24. i Adiye . 8. NP o

Situan Tugas (SATGAS) Peagclola Teknologi Informasi, Pengelola

diperbaiki sebagaimana mestinya.
Media Sosial dan Pengelols Publikasi Informasi Layanan Lembagn

Peradilan dan K. Pada Pengadilan Tinggi Bandung;
Detardatangant SECarn elektrori: cieh
e hahwa o Ditetapkan 3 Bandung
Puda Tanggal @ 12 Mei 2023 KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
Dr.H. HERRT SWANTORD 5.H., MH.
DHtansaRangan secara ek cen
KETUA FENGADILAN TINGST BANDUNG
Dr.H. HERRI SWANTORO S.H., M.H.
Tembusan : v ® urt MG Pkl Sagat 1
) “uetermiasi Eloktrosk danfatiu Dok ik dima it Bl CUCaka g smpmrup skan sl BubE] husbum rang s
I Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.L di Jakarta. «  Ookurmun ini fulah St endatangani sece nin g akar sar ikl sk licek yang dierfken ESeE

2. Yth. Dircktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta,
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APLIKASI MEDIA SOSIAL

humas.ptbandung Follow

259 posts 1.020 foHowers 54 following

Pengadilan Tinggi Bandung
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w @

PENGAWASAN PEMBINAAN PUBLIC CaM._ MUSDA IKAHI

@ POSTS 1 REELS [ TAGGED

" INTEGRITAS WI
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(WBBM)

Subseribe

HUMAS PT BANDUNG

63 392K il 28 videos

More about this channel >

HOME VIDEOS LIVE PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ADOUT

Popular Oldest,

PELAYANAN PTSP PENGADILAN TINGGI E-PEDULI KUNJUNGAN KERJA KETUA MAHKAMAH Media Masa RCTV Kuningan
BANDUNG GENERASI KETIGA, PELAYANA.. S —— AGUMG R pada PENGADILAN TINGGL..

3K vimws + 3 monins Ao HE waws + 0 MG aga

85 views + 9 months aga

KILAS PTWP P1ALA KPT CUR 11 PTWP KPT CUP Ill tahun 7022 MARS Pengaditan Tinggl Dandung (SPEKTA VIDEQ PROFILE - PELAYANAN TERPADL
T4 views + § monlis w90 505 views + 9 mondhs ago 19-PTEOG) SATU PINTU (PTSF) MANDIRI
12 vans - 10 months ago 2K viEws + 1 yRar age
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DIGITAL SERVICE/PELAYANAN DIGITAL

1 BANDUNG
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PTSP MANDIRI
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LAYAR INFORMASI TERKAIT KEPANITERAAN & KESEKRETARIATAN

ABAT STRUKTURAL KESE
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&-PEDULI| Pengadlan Tinggi Bandung

E-PEDULI

FORM E-PEDULI INFORMASI E-PEDULI:‘ )

\
-

PELAYWEERLINWJGAI\J HORUMDAN PENGADLEN

PENGADILANINGGIBANDUNG

N/
e -

SK PEMBERLAKUAN APLIKASI E-PEDULI

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

NOMOR : W11.U/317/HM02.3/12/2021

TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI

PERLINDUNGAN PENGADUAN TERKENDALI (E-PEDULI)

PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG

DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG,

bahwa untuk mendukung terwujudnya Peradilan Modem yang
berbasis teknologi informasi diperlukan aplikasi yang dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan;

bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efekiivitas dalam
pelayanan publik guna mempermudah akses informasi terhadap
masyarakal pencari keadilan yang menjangkau hingga ke

5 periu p aplikasi Perlindungan
Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) Pengadilan Tinggi Bandu ng;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan
Keputusan Ketus Pengadilan Tinggl Bandung tentang
Permberakuan Aplikasi Perindungan Pengaduan Terkendali
(E-PEDULI) pada Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan
Negeri Se-Jawa Barat,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;

Undang-Undang Memor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum,

Peraturan Mahkamah Agung R.\. Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistieblowing System) Di
Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 144/KMA/SKMII2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang
Keterbukaan informasi di Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1-144/KMA/SK//2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

-

Tembusan -

9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor :
1586/DJUISKIPS01/8/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan
Dan Standar Meja Informasi Di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANDUNG TENTANG
PEMBERLAKUAN APLIKASI PERLINDUNGAN PENGADUAN
TERKENDALI (E-PEDULI) PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
DAN PENGADILAN NEGERI SE-JAWA BARAT.

Pemberlakuan  aplikasi  Perlindungan Pengaduan Terkendali
(E-PEDULI) secara penuh pada seluruh Pengadilan Negeri Se-Jawa
Baral dilaksanakan selelah pelaksanaan Jlaunching aplikasi
Perlindungan Pengaduan Terkendali (E-PEDULI) pada Pengadilan
Tinggi Bandung

Mewajibkan kepada seluruh Kelua Pengadilan Negeri setelsh
pelaksanaan launching aplikasi Perlindungan Pengaduan Terkendali
(E-PEDULI) untuk mensosialisasikan  aplikasi tersebut kepada
masyarakat pencari keadilan di satuan kerjanya masing-masing sesuai
dengan Alur dan Standar Operasional Prosedur (SOF) yang tercantum
dalam lampiran Keputusan ini;

Dalam pelaksanaan sosialisasi agar Pengadilan Negeri bekerjasama
dengan instansi ferkait yang dapat menjangkau hingga kepada
masyarakat pedesaan dalam rangka efisiensi dan efekiivitas
pelayanan

Keputusan ini mulai beraku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 13 Desember 2021

KETUA,

Dr. H. HERRI SWANTORO, S.H., MH.

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung R.1. di Jakarta.
2. Yth Direldtur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung R.1. di Jakaria.
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.1. di Jakarta
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PEMBINAAN PETUGAS PTSP OLEH PENANGGUNG JAWAB PTSP
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KOMPENSASI PELAYANAN

KOMPENSASI

KETERLAMBATAN/ KETIDAKSESUAIAN
PELAYANAN PUBLIK

PADA PENGADILAN TINGGI BANDUNG
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PENGADILAN TINGGI BANDUNG
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RUJUKAN

. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaraan
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Repformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan.

. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 43/BP/SK/VIII/2013 Tentang Pedoman Audit Kinerja dan Penilaian
Integritas Pengadilan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata
Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) pada
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona
Integritas 2023.
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